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BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022 
kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

 

Serang, 12 Mei 2023 – Kepala Perwakilan BPK Banten, Emmy Mutiarini menyerahkan LHP atas 
LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 kepada Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, H. Abdul 
Rasyid, S.Ag., dan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Kantor BPK Perwakilan Provinsi 
Banten, Serang (12/5).  

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Berdasarkan pemeriksaan 
yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, 
termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal 
pada Catatan 5.5.2.5 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. BPK menekankan pada 
Catatan 5.5.2.5 Kewajiban Jangka Pendek atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan yang menjelaskan Utang Barang Jasa – Utang Jasa Pelayanan EKTP. 

Utang Jasa Pelayanan EKTP ini merupakan utang yang timbul dari jasa pelayanan kesehatan untuk 
tenaga medis dan tenaga pendukung yang belum dibayarkan sebagai dampak Program Pembebasan 
Biaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kota Tangerang Selatan. Program ini mengamanatkan 
RSUD Kota Tangerang untuk melayani pasien masyarakat dengan KTP Kota Tangerang Selatan secara 
bebas biaya/gratis. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 RSUD Kota Tangerang Selatan tidak 
menganggarkan pembayaran utang jasa pelayanan kesehatan karena kemampuan keuangan RSUD 
diprioritaskan untuk pembayaran obat-obatan dan lain-lain yang urgent. Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) berkomitmen akan menganggarkan pembayaran utang jasa pelayanan kesehatan 
kepada tenaga medis dan tenaga pendukung tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2023. 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memperoleh opini WTP 7 kali. Pada Tahun 2023 ini 
memperoleh WTP dengan Penekanan Suatu Hal.  

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-
permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain: 

1. Pajak Daerah atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB–P2) belum ditetapkan; 

2. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai antara lain Pengembang Perumahan belum menyerahkan 
sertifikat tanah PSU yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan; 

3. Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota 
Tangerang Selatan Tahun 2021 dan 2022. 

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti  rekomendasi 
LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah 
LHP diterima. 
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Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai 
dengan Laporan Pemantauan Semester II 2022, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah 
menindaklanjuti 614 rekomendasi dari 716 rekomendasi atau 85,75% dari keseluruhan rekomendasi 
periode 2010–2022. Dengan demikian masih terdapat 51 rekomendasi (14,25%) yang harus menjadi 
prioritas untuk segera ditindaklanjuti. 

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan harapannya agar Pimpinan DPRD dapat ikut 
memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini 
sesuai dengan kewenangannya. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan 
dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,“ ungkap 
Emmy Mutiarini.  

 

 


